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SAKIP & RB
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SYNERGY TOGETHEN | CHANGE FORRETTER
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Provinsi Kalimantan Timur SAKIP RB

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur BB B
Kabupaten Berau B CC
Kabupaten Kutai Barat B CC
Kabupaten Kutai Kartanegara B B
Kabupaten Kutai Timur B C
Kabupaten Mahakam Ulu CC C




SAKIP & RB

g pantb AWARD 2021 BerAKHLAK

SYNERGY TOGETMEN | CHANGE PO BETTER | Soremnd Mrtvmn di ol Compobon

10wyt ) b

1)

Provinsi Kalimantan Timur SAKIP RB

Kabupaten Paser

Kabupaten Penajam Paser Utara
Kota Balikpapan

Kota Bontang

Kota Samarinda

oo oo oo
oo oo oo




PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI

DYNAMIC GOVERNANCE
Peningkatan secara terus- \V/|S|
menerus kapasitas birokrasi | s
sebagai kelanjutan dari reformasi vwWOrid Ul
birokrasi pada lima tahun kedua,

RULE BASED
BUREAUCRACY

Penguatan birokrasi pemerintah
dalam rangka: mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN, kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi,
dan meningkatkan kualitas
pelayanan public kepada
masyarakat

SASARAN LIMA TAHUN PERTAMA

" Perpres No. 81 Th. 2010 '

2010

Roadmap 2010-2014

PERFORMANCE BASED
BUREAUCRACY

Implementasi hasil-hasil yang
sudah dicapai pada lima tahun
pertama, juga melanjutkan
upaya yang belum dicapai
pada lima tahun pertama pada
berbagai komponen strategis
birokrasi pemerintah

SASARAN LIMA TAHUN KEDUA

2014

untuk mewujudkan pemerintahan

AR~ el i\

kelas dunia

SASARAN LIMA TAHUN KETIGA

2019

Roadmap 2015-2019

Periode | Periode Il
OLD PUBLIC NEW PUBLIC
ADMINISTRATION MANAGEMENT

Pada akhir periode Grand Design, yaitu tahun 2025, diharapkan
telah menghasilkan governance yang berkualitas. Semakin
baik kualitas governance, semakin baik pula hasil
pembangunan (development outcomes) yang ditandai
dengan: tidak ada korupsi; APBN/APBD efekfif efisien; semua

program selesai dengan baik; semua perizinan selesai dengan
cepat dan tepat; komunikasi dengan publik baik; penggunaan
waktu (jam kerja) efektif dan produktif. penerapan reward dan
punishment secara konsisten dan berkelanjutan; hasil
pembangunan nyata (pro-pertumbuhan, proJapangan kerja, dan
pro-pengurangan kemiskinan)

Roadmap 2020-2025
Periode Il

GOVERNANCE



REFORMASI BIROKRSI:
MENUJU BIROKRASI BERKELAS DUNIA

GOVERNANCE 1.0 GOVERNANCE 3.0
Bureaucratic oriented Public value model
political model emphasizing the complex
role of network and S BUR
‘ Eoverrment (‘\’s e'

Transition

_
Transition 222}

GOVERNANCE 2.0 GOVERNANCE 4.0
Market-oriented public 4™ generation administrative
management model model with emphasis on

speed, convergence and
ethics.

Source: Kwon Gi Heon, 2020



46.159 struktur unit organisasi Jabatan Administrasi pada APA YANG SU D AH DI H AS".KAN?

KL telah disederhanakan

45 Jabatan Fungsional baru (berdasarkan keahlian), 124
usulan JF baru, sebagai tindak lanjut penyederhanaan
birokrasi

37 LNS telah dibubarkan dan diintegrasikan pada K/L yang
sesuai

91% Kementerian telah memiliki tata kelola SPBE yang RATA ~ RATA NILAI R8 TAHUN 2015 - 2020

baik
72,57 72,26 73,85
BIROKRASI YANG BERORIENTASI HASIL O —

Sampai dengan tahun 2020, implementasi SAKIP berhasil 62,15 , 64,23

mencegah potensi pemborosan APBN/APBD sebesar
$112 Triliun , 57,72

BIROKRASI DENGAN PELAYANAN PRIMA & BEBAS KKN

55,97
M

G Terbentuk 1598 unit percontohan pelayanan prima & 2017 2018 2019
anti korupsi, termasuk pada sektor penegak hukum

«@=|abupaten/Kota Provinsi =@=K/L

g Program RB telah terkonsolidasi dalam kegiatan STRANAS
PK

@ Integrasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui
pembentukan 45 Mall Pelayanan Publik (MPP) di daerah




REFORMASI| BIROKRASI seBaGAI TOOLS PERCEPATAN PRIORITAS
KERJA PRESIDEN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Vis| PRIORITAS KERJA

Terwujudnya indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian, berlandaskan gotong rotong

1 PEMBANGUNAN SDM
MiSI
1. Peningkatan kualitas manusia indonesia SRR ERCEPAT DAN MELANIUTRAN
2, Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya 2 R R s
5aing
3, Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4, Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan UNDANG INVESTASI SELUAS - LUASNYA BIROKRASI YANG BERSIH &
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian 3 UNTUK MEMBUKA LAPANGAN PEKERJIAAN AKUNTABEL
bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, BIROKRASI YANG KAPABEL
bermartabat, dan terpercaya 4 REFORMASI BIROKRASI

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan

terpercaya APBN YANG FOKUS DAN

9, Sinergl pemerintah daerah dalam kerangka negara 5 TEPAT SASARAN
kesatuan




Presiden Tentang Reformasi Birokrasi

“Dalam memasuki era kompetisi antar negara yang semakin sengit ini, Reformasi Birokrasi tidak bisa kita

tunda-tunda lagi, saya ingin mengingatkan bahwa tujuan

Tanpa reformasi

birokrasi kita akan semakin tertinggal dengan negara lain dalam meraih kemajuan”

Pldato Presiden pada Rapat Terbatas mengenai Penataan Lembaga Non Struktural, Manajemen

Aparatur Sipil Negara, serta Rencana Pembentukan Badan Siber Nasional

BIROKRASI YANG MENCIPTAKAN HASIL

Sering kali birokrasi melaporkan bahwa program sudah
dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan
akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya
“Programnya sudah terlaksana, Pak." Tetapi setelah dicek di
lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat
belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum
merasakan hasilnya. Sekali lagi, yang utama itu bukan
prosesnya, yang utama itu adalah hasilnya.

Pidato Pelantikan Presiden Jokowi 2019

BIROKRASI YANG “MAKING DELIVERED” BIROKRASI YANG LINCAH DAN CEPAT

saya tidak mau birokrasi pekerjaannya
hanya sending-sending saja. Saya minta
dan akan saya paksa bahwa tugas
birokrasi adalah making delivered.
Tugas birokrasi kita itu menjamin
agar manfaat program itu dirasakan
oleh masyarakat.

Pidato Pelantikan Presiden Jokowi 2019

“Di Era Distrupsi, Pemerintah harus bergerak
lebih lincah dan lebih cepat karena di era
persaingan antar negara yang semakin sengit,
yang cepat akan mengalahkan yang lambat,
yang cepat beradaptasi dengan teknologi akan
mengalahkan yang gagap teknologi.”

Pidato Presiden Pada Kongres Internasional
Notaris



Kinerja sebagai dasar
dalam pelaksanaan RB
secara menyeluruh.

Organisasi yang dibangun
didasarkan pada kinerja
yang akan dihasilkan.

Proses bisnis yang
disusun terkait langsung
dengan kinerja.

Pengelolaan SDM
didasarkan pada kinerja

10

Pelaksanaan Zona
Integritas untuk
percepatan pelaksanaan
RB.

B PELAYANAN
PUBLIK

Pelaksanaan e-
government dilaksanakan
secara terintegrasi.

Pelaksanaan RB
menjangkau Unit Kerja
terendah

Kualitas pelayanan publik
tidak sekedar pada front
office.

Pengawasan dikaitkan
dengan pencapaian
tujuan/sasaran organisasi.

Peraturan perundangan
dilakukan dalam rangka
efektivitas pelaksanaan
pencapian kinerja



SASARAN
REFORMASI
BIROKRASI

KETERKAITAN AREA PERUBAHAN DENGAN

SASARAN REFORMASI| BIROKRASI SERTA SAKIP

AREA

“\® \ <3
MENTAL/ i - > PERUBAHAN
PERILAKU |

APARATUR

KETIGA SASARAN RB AKAN
MEMBENTUK BUDAYA KERJA
APARATUR YANG POSITIF



Penguatan SAKIP yang terintegrasi sebagai
dasar perencanaan, penganggaran,
penyusunan organisasi, penataan proses
bisnis, dan manajemen kinerja Sumber
Daya Manusia

Penyederhanaan struktur organisasi
menjadi dua tingkat disertai dengan
pengalihan kepada jabatan fungsional dan
mekanisme kerja baru yang fleksibel dan
lincah berdasarkan kompetensi dan kinerja
berbasis digital.

INTERVENSI
PERCEPATAN
RB DAERAH

Penguatan Sistem Pengawasan Internal
Pemerintah (SPIP) yang efektif dan
akuntabel.

Sinergi Antara
Kedeputian
Kunwas RB dan
Ditjen Otda

Pembentukan Unit
Pelaksana RB di

Mandatory Budget
RB di setiap
Daerah

Sistem Insentif Penugasan SDM
yang memotivasi Lintas OPD

Setiap Daerah

Dimensi Kelembagaan Dimensi Sumber Daya



' VWHY: CATATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Komitmen leading
institution untuk

Ego Sektoral yang Komitmen pimpinan RB belum berdampak

membuat pelaksanaan dalam monitoring signifikan pada
RB masih parsial mengawal program RB dan evaluasi secara capaian pembangunan
Nasional belum baskala dan hasional dan
komprehensif hingga berkelanjutan masih penyelesaian isu hilir

level bawah Sainim



Percepatan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi menggunakan 8 (delapan) Area

Perubahan
/‘/ “’\.\

MANAJEMEN DEREGULASI

PERUBAHAN

T

i

PELAYANAN
SOM AKUNTABILITAS PUBLIK
APARATUR

N N N




: Hasil Antara :

: (10%) o :
. Profesionalitas Manajemen Reformasi 3 Akuntabilitas Kinerja

PENGUNGKIT (60%) HASIL (40%)

ASN Hukur X dan Keuangan
Perubahan : .y 70 2.
Indeks (" Indeks g 7C A0
Sistem 4
Kepatuhan 3 Kualitas Pelayanan Publik ‘
Pelayanan , praciilce 3 -
Publik 70 %
: Pemenuhan -

Mandatory
(20%)

Pemerintah yang Bersih
dan Bebas KKN

m
SPBE
| Indeks PBJ |

Akuntabilitas e e\ 18 Kinerja Organisasi
Kinerja Pengelolaan || Pengelolaan | : : )9
] Keuangan Aset £ 70 % -




SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Birokrasi yang F=X
bersih dan U el

‘ ¥/ = j
akuntabel & v UR SN 1l

1. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan
infrastruktur

Interkoneks| infrastruktur dengan kawasan: industri
kecll, Kawasan Ekonoml Khusus, parlwisata,
persawahan, perkebunan, dan perikanan

. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
* Menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah
* Meningkatkan kualitas Pendidikan dan manajemen
talenta

Birokrasi yang
kapabel

3. Undang investasi seluas-luasnya untuk
membuka lapangan pekerjaan

Memangkas hambatan Investasl

Ay -
N
.J\?
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. -
4. Reformasi Birokrasi J
Pe I aya n a n » Kecepatan melayani dan memberl izin
[ ] * « Menghapus pola pikir linler, monoton, dan terjebak di
e g - Z0Nna nyaman

Publik yang
Prima

6. APBN yang fokus dan tepat sasaran

APBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan
*'% meningkatkan kesejahteraan rakyat

- o 4 B « Adaptif, produlktif, inovasl, kompetitif
e Gl i N

Butribsir | Plduts Vil Indonusin’ Jaks Widede, MWO



KEBIJAKAN ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

I a oad Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, akan
mengedepankan dua asas utama yaitu Fokus dan Prioritas.

Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan
dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola
pemerintahan.

Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas
perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan
karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

I iga hal yang diperbaharui guna meningkatkan kualitas
Road Map ini dibandingkan dengan Road Map sebelumnya:

Pertama, Road Map ini lebih menekankan hal-hal yang
bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas.
Kedua, program dan kegiatan didesain agar dapat
diimplementasikan sampai dengan unit kerja instansi
pemerintah.

Ketiga, analisis dilakukan secara lebih holistik,
komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret
kemajuan, tantangan, dan permasalahan Reformasi
Birokrasi yang lebih utuh.

IIIIIIIIIII*

4 Hal Utama

SASARAN
REFORMASI
BIROKRASI

INDIKATOR
REFORMASI
BIROKRASI

STRATEGI
IMPLEMENTASI
REFORMASI
BIROKRASI

FOKUS DAN
QUICK WIN
REFORMASI
BIROKRASI



PEMERINTAH YANG BAIK DAN BERSIH

INDIKATOR

RB

01

BIROKRASI YANG BERSIH DAN
AKUNTABEL

INDIKATOR

1. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI

2. NILAI SAKIP

3. OPINI BPK

INDIKATOR OUTCOME:
INDEKS REFORMASI

BIROKRASI

02

INDIKATOR IMPACT:

EASE OF DOING BUSINESS
CORRUPRION PERCEPTION INDEX
GOVERNMENT EFFECTIVENESS INDEX
TRUST BAROMETER

03

BIROKRASI YANG KAPABEL PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

INDIKATOR

1. INDEKS KELEMBAGAAN

2. INDEKS SPBE

3. INDEKS PROFESIONALITAS

INDIKATOR

PUBLIC SERVICE INDEX.

(Kualitas, Akses, Kepatuhan Terhadap
Peraturan Perundang-undangan,
Integritas)




QUICKWINS

FOKUS PADA HASIL REFORM

Quick Wins dalam kerangka strategis
pelaksanaan Reformasi Birokrasi
merupakan Program percepatan

dalam bentuk inisiatif kegiatan yang

menggambarkan percepatan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi
yang oleh K/L/Pemda.

Quick Win Mandatory Quick Win Mandiri

e Tahun 2020 dan maksimal 2021 e Dipilih sesuai dengan kebutuhan
penyederhanaan birokrasi wajib organisasi, dinamika lingkungan
menjadi Quick Win Instansi pemerintah; strategis, isu strategis, dan ketersediaan

e Quick Win lain akan ditetapkan setiap sumber daya masing-masing instansi

tahunnya oleh TRBN dan UPRBN pemerintah



PENGAWAL REFORMASI BIROKRASI

MANAJ EMEN PELAKSANAAN Reformasi Birokrasi

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8
TAHUN 2020 TENTANG KOMITE
PENGARAH REFORMASI
BIROKRASI NASIONAL DAN TIM
REFORMASI BIROKRASI
NASIONAL 2020 - 2024

Tim Independen
Reformasi Birokrasi

Nasional (TIRBN)
(KEPMENPANRB
92/2020)

/

Tim Pelaksana
RB unit kerja

Sekdis
Tim Assessor

_—-__—>

(Pasal 1 dan Pasal 2)

l

Tim Reformasi Birokrasi
Nasional (TRBN)

Unit Pengelola Reformasi
Birokrasi Nasional (UPRBN)
(KEPMENPANRB 54/2020)

|

Tim Pelaksana RB Instansi Pemerintah

Daerah (Pemda)

Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)

*-
------

~—

Tim Penjamin Kualitas /
TOA Reformasi Birokrasi
Nasional (TPK/TQA-RBN)
(KEPMENPANRB 53/2020)

Tim Pelaksana
RB unit kerja

Sekdis
Tim Assessor




PENGAWAL REFORMASI BIROKRASI

MANAJEMEN PELAKSANAAN Reformasi Birokrasi

Tim Pelaksana
RB unit kerja

i

Sekdis
Tim Assessor

Sekretaris
Daerah

|

Tim Pelaksana RB Instansi Pemerintah

(Pemda)

Inspektorat
/SPIP

Dimotori/diko

ordinasikan
oleh: Tim RB
Internal

~—

Tim Pelaksana
RB unit kerja

REFORMASI
BIROKRASI

s

Sekdis
Tim Assessor



o) | PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
PN’ | REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)

REFORM

HASIL

%  SURVEI INTERNAL

%  SURVEI EKSTERNAL
KINERJA ORGNSASI
DAN LAIN-LAIN




No. Komponen Penilaian Bobot 2020
A. Komponen Pengungkit
I. Pemenuhan : 20,00
Il. Hasil Antara Area Perubahan > 10,00
lll. Reform 30,00 S
Total Komponen Pengungkit 60,00 -
No Hasil Antara Skala Nilai Sumber Data
p 18 Kualitas Pengelolaan Arsip 0-100 ANRI
25 Kualitas Pengelolaan 0-100 LKPP
Pengadaan Barang dan Jasa
3. Sistem Merit 0-400 KASN
4. Profesionalitas ASN 0-100 BKN
5. Maturitas SPIP 0-5 BPKP
6. Kapabilitas APIP 0-5 BPKP
No. Komponen Penilaian Bobot 2020
B. Komponen Hasil
T Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 10,00 =
2. | Kualitas Pelayanan Publik 10,00
3. Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN 40% 10,00
4. Kinerja Organisasi 10,00
Total Komponen Hasil 40,00
E Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil) 100,00




TERIMA KASIH
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